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punya piutang kecil di
sengaja tidak ditagih di
: lebih besar. Strateginya,
pxutang itu dimasukkan pada kerugmn rumah sakit. Namun
sejak tahun 2013 setelah diaudit BPK, pihak BRSU diharuskan
menagih piutang-piutang tidak lancar ini ke masyarakat.
Pada proses penagihan itu, BRSU Tabanan kerap menda-
patkan komplain masyarakat. Ada yang merasa tidak pernah
punya utang. Ada juga yang mempertanyakan kenapa utang
yang sudah berapa tahun berselang harus ditagih sekarang.
Direktur BRSU Tabanan dr. Nyoman Susila men-
jelaskan, dari hasil audit BPK mbang tidak lancar yang
ditagihkan adalah piutang dari rentang tahun 2005 hingga
tahun 2013. Jumlah piutang tidak lancar itu setelah di-
total ternyata menjadi banyak,| karena mencapai jumlah .
Rp 2,7 miliar. Piutang yang tidak lancar itu, kata Susila,
pada awalnya tidak ditagihkan ¢leh pihak BRSU Tabanan.
Pertimbangannya cost atau biaya penagihan itu jauh lebih
besar dibandingkan jumlah piutang yang hendak ditagih.
“Siasat BRSU saat itu memasukks piutang jumlah kecil
ini ke dalam kerugian rumah sa '
Kemudmn, sejak 2013 pihak B i sangatket.at mewagibkan
menagih piutang yang tidak lancar, kendati dalam jumlah kecil.
Sebab, halmlhdakboleh]ag dimasukkan dalam kerugian
rumahsaklt.Semuammangltu a}ib dltagxh.Denganamran

lengkap dan diserahkan kepada
Kekayaan Negara dan halang) %)

Proses penagﬁmn ini, kata usﬂa perlu waktu tidak
singkat. Dalam proses penagihan 1tu. ada beberapa yang
dﬁunam oleh masyarakat dan’ : juga yang dihapuskan
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RANPERDA INISIATIF Penqtapan dua ranperda ini-
siatif dewan menjadi perda dalam sidang paripurna
di gedung dewan, Sanggulan Kediri, Tabanan.




